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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena kebutuhan infromasi yang sangat cepat, dan tepat
menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek terutama dalam pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang
berbasis web yang sering disebut dengan internet. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pelayanan berbasis E-Government yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang peneliti gunakan kualitatif
deskriptif. Indikator yang digunakan ada tiga elemen dari Indrajit. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan
masih memiliki kendala dalam pelayanan publik berbasis E-Government dalam
pembuatan dokumen kependudukan Kabupaten Aceh Selatan. Hal tersebut dibuktikan
dengan belum terlalu memadainya server dan jaringan yang digunakan dalam pelayanan
berbasis E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh
Selatan, belum maksimalnya Hardware dan juga masih minimnya standar Sumber Daya
Manusia pelaksanaan E-Government, Lambatnya pelayanan dengan basis E- Government
dan pemberian informasi kepada masyarakat. Namun, dengan adanya pelayanan yang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan inginkan yaitu
pelayanan online berbasis Website agar dapat direalisasikan agar pelayanan E-
Government dapat lebih mudah digunakan. di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Selatan memberikan rekomendasi bahwa pelayanan berbasis online
harus lebih memperhatikan aspek penting seperti server dan jaringan, kualifikasi khusus
untuk pegawai di divisi Pengelolaan Informasi Teknologi dan Komunikasi, sistem
hardware dan software yang selalu bermasalah dengan memiliki jaringan internal, dan
server memadai untuk pelaksanaan E-Government ini dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : E-Government, pelayanan online, pelayanan publik
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sangat besar untuk
kemaslahatan masyarakat di zaman yang sudah modern ini. Penggunaan teknologi
komputer yang dewasa ini semakin luas tentunya juga membantu para pelaku
pelayanan publik yang mengambil keputusan di dalam operasional pemerintahan
baik kegiatan administrasi, pelayanan, informasi, maupun pengelolaan data
kepegawaian. Kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa
mendatang harus dikembangkan dan lebih dimaksimalkan, oleh karena di dalam era
Otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah
satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang

lebih di kenal dengan sebutan E-Govenrment.

Perubahan zaman modern ini mempercepat segalanya, termasuk pelayanan
publik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik menyebutkan bahwa segala rangkaian kegiatan dalam
pemenuhan kebutuhan pelayanan: sesuai_dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan
publik di Indonesia dikatakan masih jauh dari kata memuaskan dan cepat hanya
untuk pihak-pihak tertentu. Keberadaan teknologi diharapkan menjadi jawaban atau
solusi untuk lebih transparan kecepatan pelayanan wilayah dan masyarakat, serta

pelaksanaan masyarakat dalam pembangunan daerah.



Teknologi internet yang kini sudah mendarah daging harus dimanfaatkan
secara optimal oleh pemerintah dengan mengadopsi teknologi sebagai infrastruktur
dalam pelayan publik. Pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
setiap warga Negara seperti halnya kebutuhan pelayanan administrasi yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kebutuhan dasar setiap warga
negara demi kesejahteraannya sehingga efektivitas dalam pemerintah sangat
ditentukan dalam baik atau buruknya penyelenggeraan pelayanan publik. Dalam isi
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga secara tegas mencantumkan bahwa
salah satu tujuan didirikan NKRI untuk memajukan kesejahteraan publik dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.!

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi oleh Pemerintah atau yang lebih
dikenal dengan sebutan E-Government dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk
mencapainya. Dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Pasal 1 Ayat (6) Nomor 5
Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam
Pemerintah (E-Government) menyebutkan bahwa E-Government adalah
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi,

efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintah.

E-Government juga merupakan salah satu upaya pemerintahan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasis elektronik. Dengan adanya E-
Government sangat di harapkan dapat lebih meningkatkan organisasi dan

manajemen pemerintahan dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi

! “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”



pelayanan prima bagi masyarakat.” Pelayanan prima merupakan pelayanan yang
mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memahami
dan menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat kemudian
merumuskan strategi pelayanan yang efektif.

Pemanfaatan E-Government dilaksanakan semua instansi negara baik instansi
pemerintah tingkat pusat maupun daerah, serta lembaga-lembaga dan Dinas di luar
struktur pemerintahan. Hal ini penting supaya masyarakat mendapatkan layanan
yang berkualitas, mudah, dan cepat tanpa membutuhkan biaya yang mahal.
Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis E-Government di Indonesia saat ini
termasuk dalam kategori yang telah berkembang cukup signifikan. Hal ini tentu
bisa kita lihat pada saat pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia pada tanggal
2 Maret tahun 2020 saat itu. Pemerintah dengan cepat mengubah system
pemerintahan yang semulanya banyak berbasis offline menjadi online dengan
menggunakan bantuan teknologi informasi.

Penerapan E-Government di suatu intansi/lembaga pemerintah diharapkan
dapat mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi, pengolahan data, dan
proses pencairan yang dapat memberi dampak positif terhadap meningkatnya
kualitas pelayanan kepada masyarakat. E-Government juga menjadi sebuah wadah
bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi. Hal ini sangat membantu
kinerja pegawai bila dibandingkan dengan sebelum diterapkannya E-Government

yaitu masih menggunakan pelayanan berbasis manual yang membuat proses

2 Setiawan, lwan., “Pengelolaan E-Goverment Oleh Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 05 (2016) Hal.1-16



administrasi menjadi kurang baik, dikarenakan banyak isu atau komentar dari
masyarakat yang mengurus berkas administrasi ke instansi lama siapnya hingga
berminggu-minggu juga belum siap berkasnya, dengan adanya implementasi ini
diharapkan bisa mengubah pola pelayanan yang lebih efektif dan efesien. Namun
belum semua instansi mampu mengoperasikan E-Government dengan baik, salah
satunya pengoperasian Situs Web pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Kabupaten Aceh Selatan.

Didalam laman resmi yang disediakan Disdukcapil untuk masyarakat yaitu

https://acehselatan.dukcapil merupakan salah satu media layanan untuk

masyarakat, melalui situs ini diharapkan informasi dapat tersampai dengan baik dan
dapat memberikan memudahkan dalam berurusan. Namun dalam penerapannya
tidak semulus yang diharapkan karena disisi lain masih terkandala dengan masih
kurang maksimalnya Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh
Selatan dalam menerapkan pelayanan tentang sistem pelayanan online.

Padahal jika situs web ini mampu beroperasi dengan baik, masyarakat tidak
perlu lagi menunggu antrean yang panjang karena berkas administrasi
kependudukan sekarang bisa dicetak sendiri dirumah atau dimanapun yang telah
diregristasi/pembaharuan di website resmi Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan kertas HVS A4 tersebut, ini sesuai
dengan aturan Permendagri No.109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan juga dapat menghemat biaya

tanpa harus bolak-balik ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk


https://acehselatan.dukcapil/

mengurus berkas yang dapat diakses secara online dan masyarakat tidak lagi
mengeluhkan pelayanan yang berbasis manual tersebut.

Dengan berlandaskan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan

penelitian dengan jud ientasi  E-Government Dalam

an Dan Pencatatan

AR-RANIRY

* “Kinerja Disdukcapil Aceh Selatan Lagi-Lagi Dikeluhkan Warga” https:/liputanrakyat.com/
kinerja-disdukcapil-aceh-selatan-lagi-lagi-dikeluhkan-warga, (Diakses Tanggal 28 Juli 2022)




1.2. ldentifikasi Masalah

1. Masih terdapat antrian yang panjang pada kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

2. Disdukcapil yang -masih kurang maksimal dalam mensosialisasikan
pelayanan tentang sistem penerapan berbasis online.

3. Sering terjadi kurang baiknya koneksi jaringan sehingga masyarakat lebih
memilih pelayanan berbasis manual.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dalam memberikan pelayanan
masyarakat?

2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam proses penerapan E-
Government di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan E-Government di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten
Aceh Selatan dalam memberikan pelayanan masyarakat

2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan E-
Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Aceh Selatan Kabupaten Aceh Selatan



1.5. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1)

2)

Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
referensi untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti efektivitas
penerapan sistem E-Government di Dinas Pendudukan dan

Catatan Sipil (Disdukcapil) Kecamatan Tapaktuan Kabupaten

Aceh Selatan.

Manfaat Praktis, dapat memberikan pengetahuan terhadap
masyarakat mengenai pengertian serta manfaat penerapan aturan
Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintah (E-
Government) dan juga bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat
menjadi sarana yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan
pengetahuan peneliti serta mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah

peneliti dapatkan.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Implementasi, artinya penerapan. Implementasi disini digunakan

untuk melihat penerapan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan pelayanan publik

kepada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

2. E-Government, artinya pelayanan berbasis elektronik. E-Government

disini digunakan untuk pelayanan segala administrasi kependudukan.



3. Pelayanan Publik, artinya suatu pelayanan yang telah disediakan

Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Dinas Pendudukan Pencatatan  Sipil, merupakan kantor

s kebutuhan masyarakat

AR-RANIRY



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti sudah pasti membutuhkan acuan
yang berkaitan dengan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya sudah
dilakukan. Adapun dalam penelitian ini peneliti melampirkan tiga hasil penelitian
yang sebelumnya sudah dilakukan. Tujuan dari melampirkan penelitian terdahulu
adalah untuk menghindari anggapan kesamaan atau penjiplakan dari penelitian

sebelumnya.

2.1.1 Hasil Penelitian dari M. Yasir Rafles

Penelitian dari M. Yasir Rafles berjudul “Penerapan Konsep E-Government
Oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Smart City Madani”.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Data dikumpulkan dengan proses observasi, wawancara dan
dokumentasi kepada informan. Adapun Pada penelitian tersebut menjelaskan
tentang pelaksanaan dan penerapan E-Government dalam pendidikan Kota
Pekanbaru berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat berjalan dengan lebih cepat
dan lancar jika saja koordinasi kebijakan pemerintah kota baru dengan beberapa

dinas terkait lebih intens dan berkesinambungan, ditambah dengan kurangnya



sosialisasi ke masyarakat belum massif dan tidak tersosialisasi dengan sempurna

ditataran masyarakat umum.*

2.1.2 Hasil Penelitian dari Yordan Putra Angguna

Penelitian dari Yordan Putra Angguna berjudul “Upaya Pengembangan E-
Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dan UKM Kota
Malang”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tehnik
dokumentasi, studi pustaka dan wawancara informan. Adapun hasil penelitian
tersebut menjelaskan tentang kegiatan sosialisasi yang diterapkan memberikan
manfaat yang baik terhadap Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Terlihat
mereka menggunakan aplikasi yang diberikan untuk digunakan dalam
mempermudah pekerjaan yang diemban. Sistem database koperasi merupakan

cara mudah dalam mengumpulkan dan.mengolah data koperasi di Kota Malang.’

2.1.3 Hasil Penelitian dari Rezki Handoyo Wati

Penelitian dari Rezki Handoyo Wati berjudul “Kinerja Pelayanan Publik
Berbasis E-Government di Disdukcapil Kota Serang”. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif dengan tehnik dokumentasi, studi pustaka dan
wawancara informan. Adapun hasil penelitian tersebut dalam pelaksanaan E-
Government tersebut masih kurang baik. Namun, jika menggunakan lima dimensi

dalam Balanced e-government scorecard sebagai alat ukur kinerja pemerintahan

* M. Yasir Rafles, Skripsi:“Penerapan Konsep E-Government Oleh Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru dalam Mewujudkan Smart City Madani” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, 2020)

® Yordan Putra Angguna, Tesis: “Upaya Pengembangan E-Government dalam Pelayanan Publik
pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang” (Malang: Universitas Brawijaya, 2015)Vol.03 No.1
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yang menerapkan e-government antara lain dimensi manfaat, berhubungan dengan
kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat dapat

mendapat manfaat dari layanan tersebut.’

2.1.4 Hasil Penelitian dari Sry Handayani

Penelitian dari Sry Handayani berjudul “Kualitas Pelayan Aparatur
Pemerintah Melalui Penerapan e-Government di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bone”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara.
Adapun hasil penelitian tersebut dalam penelitian tersebut dalam penerapan e-
Government tersebut sudah baik dan telah sesuai dengan tujuannya. Hal ini dilihat
dari indikatornya yang hasilnya memperlihatkan pelayanan yang dulu harus
memasuki banyak loket dan antriannya panjang kini sudah tidak lagi, proses
pembuatan akta catatan sipil yang sebelumnya harus menunggu sampai 3-4 hari
Kini hanya membutuhkan waktu 1 hari, biaya yang kini sudah terbilang murah dan

keadilan yang merata dalam pelayanan saat mengurus berkas.’

2.1.5 Hasil Penelitian dari Witya Tryanti, Aldri Frinaldi

Penelitian dari Wiya Tryanti, Aldri Frinaldi berjudul “Evektivitas
Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Penelitian ini adalah penelitian

kualitatif dengan metode deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan

® Rezki Handoyo Wati, Tesis “Kinerja Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Disdukcapil
Kota Serang”,(Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017)

7 Andayani, Sry “Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui Penerapan E-Government Di
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone” Skripsi, Hal. 1-23 (2020)
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teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data
dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa
implementasi e-Government yang dilakukan Dinas Pendudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Padang dalam pelayanan kependudukan belum bisa dikatakan efektif
sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan pelayanan kependudukan yang

prima seperti yang diharapkan belum dapat tercapai.®

2.2 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata
Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintah (E-

Government)

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintah (E-Government) adalah
peraturan yang mengatur penyelenggaraan E-Government yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintah  dalam  mewujudkan integrase, sinkronisasi dan  sinergi

penyelenggaraan e-government.

Adapun undang-undang yang menaungi Peraturan Bupati Aceh Selatan
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Dalam Pemerintah (E-Government) ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten

8 Witya Tryanti and Aldri Frinaldi, “Efektivitas Implementasi E-Government Dalam Pelayanan
Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang,” Journal of
Multidicsiplinary Research and Development 1, no. 3 (2019): 424-35.
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2.Undang-Undang Nomor 36 THUN 1999 Tentang Telekomunikasi

3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Provinsi Daerahlstimewa Aceh
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik

7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik

8.Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah

Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan alasan diatas, maka terbentuklah Peraturan Bupati Aceh Selatan
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Dalam Pemerintah (E-Government) ini yang diberlakukan dari mulai

diundanagkannya peraturan ini.’

® Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan
Sistem Elektronik Dalam Pemerintah (E-Government)
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Teori Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa inggris yaitu “to implement” yang berarti
Mengimplementasikan. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KBBI) arti
Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Implementasi ialah kegiatan yang
dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk
mencapai tujuan suatu kegiatan. Implementasi merupakan penyediaan sarana
untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap
sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu
dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan
kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan

kenegaraan.™®

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa
implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan
untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi
berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan
merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program
yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan

memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

10 | estari, Dewi Yuni Kusnandar, Ishak, Muhafidin, Didin, “Pengaruh Implementasi Kebijakan
Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten
Pangandaran”, Jurnal, VVol.07 No.01 (2020)
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Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan
tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian outputnya adalah
kebijkan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan
kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan
atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan

terperinci. Implentasi biasanya dilakukan setelah perncanaan sudah dianggap fix.

Implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi
tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang
berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh
karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk
terciptanya tujuan yang diharapkan, secara sederhananya implementasi bisa

diartikan pelaksanaan atau penerapan. **

Menurut Guntur Setiawan Implementasi adalah perluasan aktifitas yang
saling menyusuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
Implementasi atau pelaksanaan implentasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi,
tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan

kegiatan.*?

' Peraturan Pemerintah and Pegawai Negeri Sipil, “Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di
Kantor” 3, no. 53 (2015): 381-93.

12 Fadmie “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda”,Jurnal, Vol.03 No.1 (2015)
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2.3.2. Pelayanan Publik

Dalam memahami arti pelayanan, tidak terlepas dari masalah kepentingan
umum yang menjadi asal-usul timbulnya pelayanan. Kepentingan umum adalah
berkaitan dengan kepentingan pelayanan kepada umum. Meskipun pada
perkembangan selanjutnya pelayanan jasa juga timbul karena adanya kewajiban
sebagai bentuk suatu proses penyelenggaraan suatu organisasi. Dimana setiap
organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta tujuan pelayanan

telah ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia
merupakan serangkaian proses. Sebagai proses pelayanan, berlangsung secara
rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam
masyarakat. Pelayanan dilaksanakan sekelompok orang guna memenuhi
kepentingan akan sesuatu dari sekolompok orang lainnya dalam suatu wadah atau
organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan adalah proses penggunaan
akal, pikiran, panca indra dan anggota badan, atau tanpa alat bantu yang dilakukan
oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk

barang maupun jasa.**

Pelayanan publik yaitu segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan Lingkungan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

3 Gioh, Andre “Pelayanan Publik E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten
Minahasa” Jurnal Administrasi Publik, Vol.01 (2020) Hal. 1-14
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pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-udangan. Apa yang seharusnya
dilakukan pemerintah oleh pemerintah (pusat/daerah) sebagai pelayanan publik
memang menjadi suatu perdebatan tersendiri, baik dalam tatanan akademis
maupun praktisi peran pemerintah sebagai pelayanan publik selalu berkembang
atau bergeser. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah bersifat dinamis dan

mengikuti perkembangan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Kebutuhan itupun tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi, politik,
hukum, sosial dan budaya. Pelayanan publik ini juga menyangkut peran
pemerntah sebagai pengatur melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
termasuk penegakan kebijakan-kebijakan tersebut. Peran ini memang
sesungguhnya esensi dari peran pemerintah sebagai pengelola kehidupan
bermasyarakat. Kebijakan yang menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi
merupakan salah satubentuk pelayanan publik yang baik. Sebagai perwujudan dari
apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayanan publik agar mutu
pelayanan menjadi sangat baik, maka dalam memberi layanan publik seharusnya

dengan cara :

a. Mengetahui kebutuhan yang dilayani.
b. Mendapat pelayanan yang wajar.
c. Mendapat perlakuan yang jujur dan terus terang (trasnparan)

d. Medapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih.
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1) Bentuk-bentuk Pelayanan Publik

Menurut Moenir, Bentuk Pelayanan Publik yang dilakukan oleh organisasi
pemerintah maupun swasta pada dasarnya mempunyai tiga bentuk layanan yang
tidak selamanya berdiri sendiri secara murni, melainkan saling berkobinasi,
layanan itu antara lain: layanan lisan, layanan tulisan, dan layanan dengan

perbuatan.

a. Layanan Lisan, Layanan dengan lisan yang diberikan oleh personil
yang bertugas pada bidang layanan informasi/penjelasan kepada pihak
yang memerlukan, layanan ini biasanya berhubungan dengan
masyarakat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam layanan
lisan ini adalah sebagi berikut : (1) Pemahaman yang cukup tentang
masalah ‘dibidang tugasnya. (2) Pemberian penjelasan secara
terperinci. (3) Bersikap sopan dan ramah walaupun hanya sekedar

ngobrol. (4) Pemanfaatan waktu seefisien mungkin.

b. Layanan Tulisan, Layanan ini merupakan bentuk layanan yang paling
penting efisien yang biasanya dilakukan dalam jarak jauh. Dalam era
globalisasi dewa ini suatu hal yang perlu diperhatikan dalam layanan
ini terletak pada kecepatan dalam pengelolaan masalah dan proses
penyelesaiannya. Pada layanan ini pula terdapat terdapat dua
golongan yaitu: (1) Layanan yang berupa petunjuk atau informasi dan
yang sejenis ini ditunjukkan kepadaorang-orang yang berkepentingan.
(2) Layanan tertulis berupa atas permohonan, keluhan, laporan atau

pemberitahuan.
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c. Layanan Perbuatan, bentuk layanan yang terakhir ini dilakukan
dengan perbuatan yang dilakukan dengan tingkat keahlian atau
ketarampilan seseorang dan muncul persamaan dengan layanan secara
lisan yang memiliki spesifikasi tertentu dimana seseorang tidak hanya
membutuhkan penjelasan tetapi juga memerlukan tindakan yang harus
dipegang dalam layanan ini adalah mutu pelayanan yang diberikan
kepada seseorang atau masyarakat."*

2) Prinsip Pelayanan Publik
Di dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi

beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Kesederhanaan.

2. Kejelasan.

3. Kepastian Waktu.

4. Akurasi.

5. Keamanan.

6. Tanggung Jawab.

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

8. Kemudahan Akses.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan.

10. Kenyamanan.
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3)

4)

5)

Azas Pelayanan Publik
Azas pelayanan publik adalah sebagai berikut:
1. Transparasi.
2. Akuntabilitas.
3. Kondisional.
4. Partisipatif.
5. Kesamaan Hak.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban.
Kelompok Pelayanan Publik

Secara garis besar jenis-jenis pelayanan publik menurut Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dikelompokkan
menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Kelompok Pelayanan Administratif.
2. Kelompok Pelayanan Barang.
3. Kelompok Pelayanan Jasa.
Standar Pelayanan Publik

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63
Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan
dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
layanan. Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi
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dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan tersebut meliputi :

1. Prosedur pelayanan, dibakukan untuk pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.

2. Waktu penyelesaian, ditetapkan sajak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan, biaya/tarif pelayanan, termasuk rinciannya
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana, disediakan oleh penyelenggara pelayanan dan
harus memadai.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan

perilaku yang dibutuhkan.

Menurut hasil kajian dan riset Indrajit dari Harvard JFK School of
Government, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor
publik, ada tiga elemen. sukses yang. harus dimiliki dan diperhatikan

sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

1) Support

Elemen  support adalah elemen paling penting dalam
pengembangan E-Government. Perlu dukungan atau biasa disebut
political will dari pejabat publik agar konsep E-Government dapat

diterapkan. Tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan
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pengembangan E-Governmet dapat terlaksana. Bentuk dukungan

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

a)

b)

Disepaktinya kerangka E-Government sebagai salah satu kunci
sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya,

sehingga harus diberikan prioritas tinggi.

Disosialisasikannya konsep E-Government secara merata,
kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan
birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui

berbagai cara kampanye yang simpatik.

2) Capacity

Elemen capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam

pembangunan dan pengembangan E-Government agar konsep

yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga

sumber daya yang harus dimiliki, yaitu :

a)

b)

Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk

melaksanakan berbagai inisiatif E-Government.

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai
karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan E-

Government.

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan E-Government

dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
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3) Value

Elemen value berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah
sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima
pelayanan E-Government. Dalam elemen value yang menentukan
besar tidaknya manfaat E-Government adalah masyarakat sebagai
penerima pelayanan. Untuk itu, perlu ketelitian dalam memilih aplikasi
yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu didahulukan

dalam pembangunan dan pengembangannya.
2.3.3. Teori Organisasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) organisasi adalah kesatuan
(susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan untuk
tujuan tertentu serta kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk
mencapai tujuan bersama'. Adapun secara umum dapat dikatakan bahwa
Organisasi adalah kelompok orang yang secara bersama-sama ingin mencapai

tujuan.

Menurut Ernest Dale menyebutkan Organisasi sebagai suatu proses
perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan dan pemeliharaan suatu
struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok.
Cyril" Soffer, mengatakan Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang
masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian

tugas-tugas.

> KBBI “Arti Kata Organisasi”, https://kbbi.lektur.id/organisasi, diakses pada 27 Juli 2022
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Ciri-ciri organisasi yaitu:

1. Sebuah institusi sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai

pola interaksi yang ditetapkan.
2. Lembaga tersebut dikembangkan untuk mencapai tujuan.
3. Dikoordinasikan dan disusun secara sadar dan terencana.

4. Instrumen sosial yang mempunyai batasan yang relatif dapat di
identifikasi.'®

Secara ilmu Pengetahuan, Teori Organisasi dapat dibedakan menjadi

Organisasi Klasik, Organisasi Neoklasik, dan Teori Organisasi Modern. Teori

Klasik membagi Organisasi menjadi tiga bagian yakni Birokrasi, Administrasi dan

Manajemen ilmiah.

1. Teori Organisasi Klasik lebih dikenal dengan istilah teori tradisional yang
mulai berkembang pada tahun 1800-an atau sekitar abad 19. Dalam teori
ini organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang tersentralisasi
dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik
struktual yang kaku dan tidak memberi ruang bagi kreatifitas. Organisasi
juga dipanda sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-
tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor

lain yang akan sempurna jika bekerja sama.

16 Ambarwati, Arie,“Perilaku Dan Teori Organisasi”, Jurnal (Universitas Hangtuah,2019), Hal.1-2
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2. Teori Organisasi Neoklasik, Teori ini muncul dan dikenal dengan Teori
hubungan manusiwi. Kemunculan teori ini sebagai akibat ketidakpuasan
dengan teori organisasi klasik. Dalam pembagian kerja Teori Organisasi
Neoklasik memandang diperlukan adanya : Partisi; Perluasan kerja; dan

Manajemen bottom-up.

3. Teori Organisasi Modern, Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat
ketidakpuasan dua teori sebelumnya yaitu Teori Organisasi Klasik. Teori
Organisasi Modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu
kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi
bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang berkaitan
dengan lingkungan dan apabila ingin survive maka ia harus bisa

beradaptasi dengan lingkungan.
2.3.4. Teori E-Government

Perkembangan teknologi informasi yang begitu massif dan intensif dalam
berbagai bidang lini kehidupan yang membuatnya menjadi lebih transparan, cepat,
saling terhubungkan satu sama lain dan lebih mudah diakses. Dampak positif ini
juga memberikan kontribusi yang - sangat signifikan dalam tata kelola

pemerintahan dimanapun termasuk Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan.

E-Government menurut Wyld dalam Akadun merupakan proses teknologi

infromasi yang digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan, menyebarkan
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atau mengumpulkan informasi sebagai fasilitas transaksi dan perizinan untuk satu

tujuan.’

The World Bank Group mendefinisikan electronic government refers to the
use by government agencies of information technologies (such as Wide Area
Network, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform
relations with citizens, businesses, and other arms of government.(electronic
government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti Wide
Area Network, internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintah yang
mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, dan

organisasi lain dalam pemerintahan), (Indrajit).

Menurut Mustopadidjaja, E-Government juga dapat dipahami sebagai
penggunaan teknologi berdasarkan WEB (jaringan), komunikasi internet, dan
dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi
komunikasi dan memperluas akses atau pemberian layanan dan informasi
pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain,

baik instansional maupun antar negara.*®

Yu-che dan James Perry menyebutkan bahwa E-Government merupakan

sebuah depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan

" Andi “Pemanfaatan E-Government Dalam Tatakelola Pemerintahan Kecamatan Cipedes Kota
Tasikmalaya”,Jurnal Administrasi Publik, Vol.07 No.2 (2020)

8 Andre Julio Prasetyawan, “Implementasi Pemanfaatan E-Government Dalam Upaya
Meningkatkan Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh”
Tesis,Vol.07.No.1 (2022)
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informasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja

pemerintah, unit-unit pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga.

Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government,

pengembangan E-Government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Pembentukan jaringan infromasi dan transaksi pelayanan publik yang
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas
serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak
dibatasi oleh sekta waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh

masyarakat.

2. Pembentukan hubungan interaktif ~dengan dunia usaha untuk
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat
kemampuan mengahadapi perubahan dan persaingan perdagangan

internasional.

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat

agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan
efisien serta memperlancar tranksaksi dan layanan antar lembaga

pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
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Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat)
tingkatan sebagai berikut® :
1. Tingkat 1 — Persiapan yang meliputi :
a. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
b. Penyiapan sumber daya manusia (SDM);

c. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan
sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center,

dan lain-lain;
d. Sosialisasi situs informasi baik internal maupun untuk publik.
2. Tingkat 2 — Pematangan yang meliputi :
a. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
3. Tingkat 3 — Pemantapan yang meliputi :
a. Tingkat 4 - Pemapatan yang meliputi :

b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan

lembaga lain.
4. Tingkat 4 — Pemanfaatan yang meliputi :

a. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B

dan G2C yang terintegrasi.

9 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government
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Menurut Booz Allen dan Hamilton dalam indrajit, terdapat lima dimensi
dalam Balanced E-Government Scorecard sebagai alat ukur kinerja pemerintahan
yang menerapkan E-Government yang masing-masing dijabarkan dalam berbagai

kriteria secara lebih detail. Kelima dimensi itu adalah:

1. Dimensi Manfaat, berhubungan dengan kualitas dan kualitas dan
layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan

manfaat dari layanan tersebut.

2. Dimensi Efisiensi, berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa

mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan.

3. Dimensi Partisipasi, ini berhubungan dengan pertanyaan apakah
layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada
masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian

pendapat dan proses pengambilan keputusan.

4. Dimensi Transparansi, apakah pemerintah dalam hal ini mendorong

keterbukaan informast menuju preses transparansi dalam pemerintahan.

5. Dimensi Manajemen Perubahan, ini terkait dengan proses implementasi

apakah ada proses review yang jelas dan dikelola dengan baik.
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1) Manfaat E-Government

Implementasi E-Government memiliki banyak manfaat khususnya dalam
menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.?’ Manfaat-

manfaat tersebut diantaranya adalah:

1. Mengurangi Biaya

Memberikan pelayanan secara online atau dalam jaringan dapat
secara signifikan mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya

dibandingkan pelayanan secara manual.
2. Mendukung Perkembangan Ekonomi

Teknologi dapat memudahkan pemerintahan dalam menciptakan
iklim bisnis yang positif dengan menyederhanakan tahapan administrasi
atau mengurangi birokrasi. Selain itu juga terdapat dampak langsung
terhadap ekonomi, misalnya seperti dalam e-procurement atau proses
lelang secara elektronik dimana menciptakan kompetisi yang lebih luas

dan lebih banyak peserta.
3. Meperkuat Tranparansi dan Akuntabilitas

Implementasi E-Government dapat meningkatkan tranparansi,
kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

penerapan konsep Good Corporate Governance. E-Government

2 Elysia, Vita Wihadanto, Ake Sumartono™ Implementasi E-Government Untuk Mendorong
Pelayanan Publik Yang Smart City”, Jurnal Administrasi Publik (2017) Hal.353-380
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membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan
keputusan dengan penyediaan informasi serta pelacakan dalam jaringan

(online tracking) yang mudah diakses oleh masyarakat.

Meningkatkan Pelayanan bagi Masyarakat

E-Government dapat memberikan layanan yang lebih baik pada
masyarakat dimana informasi dari pemerintah dapat dicari atau
diperoleh tanpa harus secara fisik dating ke kantor-kantor
pemerintahan. Bahan-bahan informasi tersebut tersedia dalam 24 jam
sehari dan tujuh hari dalam seminggu yanpa harus bergantung pada jam

operasional kantor-kantor pemerintah.

Memberdayakan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang
mudah diperoleh yang kemudian memungkinkan masyarakat dan
pihak-pihak yang lain sebagai mitra pemerintah terlibat dalam proses
pengambilan keputusan atau kebijakan publik secara merata dan

demokratis.

2) Konsep E-Government

Secara umum terdapat 4 (empat) konsep interaksi antar pelaku dalam E-

Governmet (Indrajit), yaitu® :

22 |bid

31



1. Gto C (Government to Citizens)

Government dengan Citizens vyaitu suatu hubungan antara
pemerintah dengan rakyat sehingga adanya akses informasi yang dapat
dimanfaatkan/diperoleh masyarakat untuk kepentingannya. Contoh
aplikasi jenis ini : masyarakat bisa mengakses data/informasi dari BPS,
masyarakat dapat mendaftar ke PTN melalui internet, masyarakat dapat
mengetahui pengumunan hasil ujian melalui SMS dari ponsel masing-

masing, dan lain-lain.
2. Gto G (Government to Governments)

Menghubungkan antara dengan pemerintah. Yang dimaksud
pemerintah dengan pemerintah adalah antara Pemerintah pusat dalam
suatu negara dengan Pemerintah daerah. Contohnya Pelaporan,
Komunikasi antara pemerintah pusat di Jakarta dengan pemerintah

daerah di Aceh menggunakan Fasilitas Online (internet).
3. G to B (Government to Bussiness)

Government to Bussiness yaitu relasi antara pemerintah dengan
pelaku baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Terdiri dari transaksi-
transaksi elektronik dimana ' pemerintah menyediakan berbagai
infromasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi
dengan pemerintah. Contoh relasi pada jenis ini adalah pebisnis dapat
mengakses informasi, prosedur perizinan dari regulasi yang ditetapkan
pemerintah. Dengan kemudahan prosedur maka akan banyakinvestor

yang menginvestasikan modalnya di Indonesia.
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4. Gto E (Government to Employees)

Hubungan antara pemerintah dengan pegawai baik pegawai negeri
maupun sebagai karyawan/pekerja pemerintah. Bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau
karyawan pemerintahan. Contohnya sistem pengembangan Karir
pegawai pemerintah, untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas
SDM, penunjang proses mutasi, rotasi serta promosi seluruh karyawan

pemerintahan.
2.3.5. Website

Web atau website pada umumnya merupakan bagian dari suatu nama
domain (domain name) atau subdomain di World Wide Web (WWW) di internet.
WWW terdiri dari seluruh situs web yang tersedia kepada publik. Halaman-
halamannya diakses dari sebuah URL yang disebut juga dengan homepage atau
beranda. Website adalah sekumpulan informasi yang terhubung dengan jaringan
internet sehingga bisa di akses diseluruh dunia. Informasi yang disediakan bisa
berupa teks, gambar, audio, animasi, video maupun gabungan dari semuanya yang
dibuat untuk kebutuhan personal, organisasi maupun perusahaan. Website
digunakan sebagai media yang menyediakan informasi, dimana setiap orang dapat
menyampaikan da menerima informasi. Dalam dunia organisasi pemerintahan
website digunakan sebagai wadah pemberian informasi pada masyarakat terkait

keterbukaan informasi yang harus diketahui oleh publik.?®

** Saidah Langi, Sistem Informasi Berbasis Web Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Ed. Ke-38
Th. XXIV, Mei 2018
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2.4. Kerangka Pikir
Dalam mencapai keberhasilannya, suatu organisasi dapat dilihat
apakah pelaksanaan tugasnya sudah baik atau tidak, terselesaikan tepat
waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak. Untuk mengetahuinya
terdapat banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Untuk
itu_penelitian ini menggunakan tiga indikator dari indrajit yang sudah

peneliti ringkas sebagai berikut :

Alat Ukur keberhasilan Penerapan E-Government

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun
2018 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem
Elektronik Dalam Pemerintah (E-Government)

—

Implementasi E-Government Dalam \/
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Aceh Selatan

Support, Capacity Dan Value (Indrajit)
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah strategi ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ceresswell (dalam Sugiyono)
mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan sebuah proses kegiatan
mengumpulkan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan
tujuan penelitian. Data yang di kumpulkan melalui penelitian adalah data yang

empiris, artinya data dapat diamati, valid, reliabel dan objektif.**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang pendekatannya peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono
(2019) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi
obyek yang alamiah dimana peneliti memerupakan instrumen kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari

pada generalisasi.

? Sugiyono, Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, ed. Sutopo, ke 2. (Bandung:
ALFABETA, 2019), Hal.2-3.
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3.2. Fokus Penelitian

No Fokus Penelitian Indikator Sumber

1 | E-Government adalah proses 1. Support Elemen sukses
teknologi infromasi-yang 2. Capacity penerapan E-
digunakan pemerintah untuk 3. Value Government oleh
pelayananan kepada Masyarakat Indrajit

2 | Hambatan-hambatan saat
Implementasi E-Government di
Dinas Pendudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten

Aceh Selatan

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melaksanakan
penelitian. Lokasi penelitian disini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Aceh Selatan yang berlokasi di JIn. T. Ben Mahmud Gampong

Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

3.4, Informan Penelitian

Moleong menjelaskan bahwa subjek penelitian atau informan adalah orang
yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
penelitian secara faktual.

Subjek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metedologi

Kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Purposive Sampling.
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Pendekatan Purposve Sampling adalah teknik penentuan sampel

pertimbangan atau kriteria tertentu. “Adapun kriteria terntentu yang di butuhkan

yakni informan terlibat atau berkaitan dalam pelaksanaan pelayanan E-Government

di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

Informan Penelitian

Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

informasi administrasi
kependudukan dan

pemanfaatan data di Dinas

Informan Keterangan Jumlah

Kepala Bidang Selaku pegawai yang
Pelayanan Pencatatan | bertugas dalam melaksanakan
Sipil Dinas penyiapan perumusan
Kependudukan dan kebijakan teknis dan
Pencatatan Sipil pelaksanaan kebijakan 1
Kabupaten Aceh pelayanan pencatatan sipil di
Selatan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten

Aceh Selatan
Kasi Kerjasama dan Selaku pegawai yang
Inovasi Pelayanan dan | mempunyai tugas membatu
Inovasi Pelayanan di « | kepala bidang pengelolaan

1

% |bid, Hal. 136-138.
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Kabupaten Aceh Kependudukan dan
Selatan Pencatatan Sipil Kabupaten

Aceh Selatan

Masyarakat Selaku penerima pelayanan
publik yang
berkependudukan di ’
Kabupaten Aceh Selatan
Jumlah 5

3.5. Sumber Data
Sumber data merupakan data-data penelitian yang diperoleh dengan

menggunakan metode pengumpulan data.

3.5.1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber pertama.
Adapaun yang menjadi sumber data primer yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Kasi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Masyarakat

yang mengurus Administrasi Kependudukan.

3.5.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang dilakukan oleh peneliti
berdasarkan informasi yang di publikasikan seperti artikel, jurnal atau literatur-
literatur dari sumber-sumber yang terpercaya yang berkaitan dengan topik
penelitian. Data-data ini digunakan sebagai data-data pendukung dari sumber

pertama.
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3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya, strategi atau cara yang digunakan
peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan
penelitian.?® Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini
menggunakan teknik trigulasi data yaitu dengan menggabungkan tiga teknik

pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi).

3.6.1. Observasi

Nasution (dalam Sugiyono) mengatakan bahwa observasi adalah dasar
semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu
fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu
dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih,
sehingga benda-benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang
sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.

Observasi adalah teknik yang pengamatannya dilakukan secara langsung
terhadap subjek/objek di lapangan. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk
mengamati begaimana proses penerapan E-Government yang dilakukan oleh Dinas

Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan.

3.6.2. Wawancara
Wawancara atau interview adalah bertukar pikiran informasi antara penanya
dengan penjawab. Enterberg (dalam Sugiyono) mengatakan bahwa wawancara

merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya

% Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif”, ed. Setiyawami (Bandung: ALFABETA, 2019),
Hal.213.
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jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif
proses pelayanan berbasis E-Government oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Aceh Selatan.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data pendukung kegiatan observasi dan
wawancara. Sugiyono mengatakan bahwa dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar
karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya
biografi, sejarah hidup, catatan harian dan sejenisnya. Dokumen yang berbentuk
gambar misalnya foto, sketsa, gambar hidup dan sejenisnya. Yang terakhir

dokumen berbentuk karya misalnya gambar, patung, film dan sejenisnya.”®

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan
cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang
akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,

wawancara, dokumentasi.

2" Sugiyono, “Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D ”, Hal.296-305.
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1) Observasi
Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiriss yang
mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman
panca indra tanpa meggunakan manipulasi apapun.?
2) Wawancara
Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan maksud
tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviewee).”
3) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,
dokumen bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental
dari sebuah kelompok dan individu.*
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Sugiyono mengatakan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu
meliputi uji Credibility (validitas internal), uji transferability (validitas eksternal),
uji dependability (reliabilitas) dan uji confirmability (obyektivitas).
Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data.
Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan

%8 Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknk Observasi”, Jurnal at-tagadum, Vol. 8, No. 1 (2016),Hal. 21

% Sugiyono,”Metode Penelitian Kuantitiatif, Kualitatif, R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 137
%0 Lexy J. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Hal.
327
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berbagai cara dan berbagai waktu. Ada 3 triangulasi dalam keabsahan data, yaitu
triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber adalah ¢ a yang dilakukan dengan cara

CSpipliasa Ly

%1 |bid, Hal.364-368.

42



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Selatan
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Gambar 4.1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Selatan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan
dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah, yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan
Administrasi dibidang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga
(KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kematian, Akta Kelahiran, surat

keterangan pindah keluar, perekaman KTP-el.
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Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil mempunyai tugas
menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkupnya dari tugas dan fungsi. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah .

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program dan kegiatan pelayanan dalam jangka pendek,
menengah dan penjang.

b. Menyelenggarakan urusan administrasi perkantoran yang meliputi urusan
umum, keuangan dan kepegawaian.

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

d. Pelaksanakan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pencatatan
dan informasi kependudukan, bidang pencatatan sipil dan bidang
pengendalian kependudukan.

e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat
dalam lingkup tugasnya.

f.  Pembangunan unit pelaksanaan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
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Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap
penyelenggaraan kegiatan kedinasan.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang

lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

a.

b.

Sekretariat.

Bidang Program.

Bidang Pendataan dan Informasi Kependudukan.
Bidang Pencatatan Sipil.

Bidang Manajemen Kependudukan.

4.1.2. Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

a.

b.

Selatan
Visi : Terwujudnya sistem administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang tertib, akurat dan dinamis.
Misi : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam dokumen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.1.3. Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

N o g bk~ WD

Kabupaten Aceh Selatan
Standar pelayanan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan anggota
keluarga.
Standar pelayanan penerbitan KTP.
Standar pelayanan penerbitan KTP karena perubahan data.
Standar pelayanan penerbitan KTP karena pindah datang.
Standar pelayanan pencetakan Kartu ldentitas Anak (KIA).
Standar pelayanan pencetakan KTP-el

Standar pelayanan penerbitan AKTA kelahiran.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.
29.

Standar pelayanan penerbitan AKTA kematian.

Standar pelayanan penerbitan AKTA perkawinan bagi non muslim.

Standar pelayanan jenis pelayanan pembatalan perkawinan.

Standar pelayanan penerbitan kartu keluarga.

Standar pelayanan pindah datang (pembuatan KK).

Standar pelayanan penerbitan surat keterangan pindah penduduk.

Standar pelayanan penerbitan Kartu Keluarga hilang penduduk WNI.
Standar pelayanan penerbitan Kartu Keluarga rusak penduduk WNI.

Standar pelayanan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data.
Standar pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elekronik.

Standar pelayanan surat keterangan pindah antar kecamatan dalam
Kabupaten.

Standar pelayanan surat keterangan pindah antar Kabupaten/Kota antar
Provinsi.

Standar pelayanan pendaftaran pindah bagi WNI yang keluar wilayah NKRI.
Standar pelayanan pendaftaran datang orang asing yang datang dari luar
wilayah NKRI (yang memiliki izin tinggal terbatas).

Standar pelayanan pendaftaran datang orang asing yang datang dari dalam
wilayah NKRI (yang memiliki izin tinggal terbatas).

Standar pelayanan pendaftaran datang orang asing yang datang dari luar
wilayah NKRI (yang meliki izin tinggal tetap).

Standar pelayanan pendaftaran penduduk WNI yang datang dari luar wilayah
NKRI.

Standar pelayanan pendataan AKTA kelahiran.

Standar pelayanan pendaftaran pindah penduduk orang asing dalam wilayah
NKRI (yang memiliki izin tinggal terbatas).

Standar pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena rusak
bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Standar pelayanan pencatatan lahir mati.

Standar pelayanan pencatatan perkawinan orang asing di wilayah NKRI.
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4.1.4. Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Selatan
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Sumber. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Selatan

4.2. Hasil Penelitian
4.2.1. Support

Elemen Support adalah elemen paling penting dalam pengembangan
E-Government. Perlu dukungan atau biasa disebut political will dari pejabat
publik agar konsep E-Government dapat diterapkan. Tanpa adanya itu
berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan E-Governmet dapat
terlaksana.

Berdasarkan hasil. wawancara peneliti dengan Bapak Kabid
Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan menjelaskan sebagai
berikut :

“Mengenai kemauan untuk menerapkan Pelayanan Online itu

sebetulnya sudah diterapkan oleh Pemkab Aceh Selatan pada tahun

2018 namun tidak berjalan dengan lancar, tetapi sejak tahun 2020

Pada saat Covid-19 baru mulai diterapkan dengan semaksimalnya.
Pelayanannya dapat dibuka melalui Website Disdukcapil. Ketika
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masyarakat membuka Web nya akan muncul tampilan menu
pelayanan pada beranda. Namun, pelayanan online tersebut tidak
banyak diminati oleh masyarakat dan baru aktif terpakai pada saat
pandemi Covid-19 lalu. Setelah pandemi berakhir seperti saat ini
pelayanan online kembali sepi karena masyarakat lebih memilih
melakukan pengurusan administrasi kependudukan langsung ke
Kantor Disdukeapilnya.”*?

() bisdukeapll Kab. Aceh Selatan

GGdenmioyoran b Stk @ Sontuan A lognUser A Nendafioran User o

Statistik Layanan

o s =

| Statistik Layanan Harl Ini

o
___—

[
|
I

©
o

G oyight 2220 Dibs Kephich bk chan Fescotatn 53 Kol goten &ceh e

Gambar 4.2. Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Selatan
Sumber:-https://acehselatan.dukcapil

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasi
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dan Inovasi Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan

menyampaikan sebagai berikut:

“Pelayanan Online memang telah diterapkan. Pelayanan online yang
berlaku sekarang itu berbentuk website. Saat website disdukcapil
dibuka maka akan muncul tampilan beranda yang menampilkan
banyak pilihan layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam
pelayanan online tersebut semua pelayanan sudah dapat diakses
untuk melakukan pengurusan  administrasi  kependudukan.
Pelayanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat sebenarnya,
dengan adanya pelayanan ini diharapkan masyarakat tidak perlu

%2 Wawancara dengan Bapak Denny Herry Saputra, S.STP. selaku Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Pada
tanggal 16 November 2022
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mengantri lama-lama saat melakukan pengurusan administrasi
kependudukan. Tapi banyak masyarakat yang enggan memilih
menggunakan pelayanan Dberbasis online tersebut mungkin
dikarenakan banyak yang tidak paham dan menganggap ribet, maka
dari itu banyak masyarakat yang memilih pelayanan berbasis manual
yang pergi ke Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten . ~Aceh Selatan untuk mengurus administrasi
kependudukam”33

Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa
masyarakat menyampaikan sebagai berikut:

“Saya tahu kalau sudah ada pelayanan online, tapi saya kurang
paham dan lebih memilih untuk langsung ke kantornya saja karena
lebih pasti dan jelas, kalau ada apa-apa yang salah dalam berkas bisa
langsung ditanyakan kepada petugasnya”*

“Sejauh ini saya belum tau tentang adanya pelayanan online gitu,
dan kalau pun saya tau, jujur saya tidak paham dengan teknologi itu,
makanya saya lebih memilih pergi ke kantor saja, walaupun
berkasnya telat siap tidak apa-apa karena memang sudah sewajarnya
karena ramai antrian juga dari masyarakat yang juga mengurus
berkas administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil itu”*

“Saya tau kalau sudah ada pelayanan online itu, saya pernah
mencoba mengurus di websitenya setelah itu banyak formulir yang
diminta dan pada saat itu saya belum mengisi formulir karena tidak
ada berkas yang tersimpan di hp, dari pada salah saat saya mengisi
datanya maka dari itu saya lebih suka mengurus berkas administrasi
kependudukannya langsung ke Kantor Disdukcapil, karena kalaupun
lama siap berkasnya misalnya mengurus kartu kelurga saya, ya tidak
apa-apa karena lebih jelas dan saya akan menunggunya’*°

Untuk Elemen Support, dari hasil wawancara diatas dapat

disimpulkan bahwa Pelayanan yang berbasis Online sudah ada dan sudah

% Wawancara dengan Bapak Muzakir, S.Sos. Selaku Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 16 November
2022

% Wawancara dengan Bapak Aldiansyah. Selaku masyarakat penerima pelayanan publik. Pada
tanggal 19 November 2022

% \Wawancara dengan Bapak M. Ferdi. Selaku masyarakat penerima pelayanan publik. Pada tanggal
19 November 2022

** Wawancara dengan Ibu Halimah. Selaku masyarakat penerima pelayanan publik. Pada tanggal 20
November 2022
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4.2.2.

diterapkan oleh pihak Dinasnya itu dapat dilihat dari hasil wawancara
dengan Bapak Kabid dan Bapak Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan.
Namun dalam pengoperasiannya di lingkungan masyarakat masih belum
maksimal karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih pengurusan
administrasi kependudukan berbasis manual, hal itu sesuai dengan hasil
wawancara yang disampaikan oleh beberapa masyarakat diatas.

Capacity
Elemen Capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam

pembangunan dan pengembangan E-Government agar konsep yang telah
diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus
dimiliki, yaitu :

a) Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk

melaksanakan berbagai inisiatif E-Government.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kabid Pelayanan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan menjelaskan sebagai

berikut :

“Untuk ketersediaan anggaran kita tidak perlu khawatir karena
sumber dana kita dari APBD lagian dana yang dibutuhkan dalam
penerapan ini tidak membutuhkan dana yang besar. Adapun yang
menjadi kendala yakni kondisi jaringan yang sering bermasalah
yang mengakibatkan pelayanan online nya susah untuk di
akses™

*” Wawancara dengan Bapak Denny Herry Saputra, S.STP. selaku Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Pada
tanggal 16 November 2022
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b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai
karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan E-

Government.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kabid Pelayanan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan menjelaskan sebagai

berikut :

“Infratruktur dikantor kita sudah ada tapi belum terlalu maksimal,
seperti ketersediaan komputer, printer, wifi untuk mengurus
semua berkas-berkas yang diajukan masyarakat. Kendala kita
cuma saat jaringan eror itu yang membuat berkas jadi lama
siapnya”38

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Kasi
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan:

“Kalau untuk sumber daya infrastruktur disini sudah dibilang
cukup. Kita sudah punya komputer yang lumayan mendukung
untuk mendata berkas masyarakat. Tapi komputer-komputer yang
kita punya merupakan komputer-komputer versi lama yang
terkadang terjadi error atau macet saat digunakan, namun
walaupun begitu kita tetap berusaha memberikan pelayanan
publik yang baik dan maksimal?**

*® Wawancara dengan Bapak Denny Herry Saputra, S.STP. selaku Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Pada
tanggal 16 November 2022

* Wawancara dengan Bapak Muzakir, S.S0s. Selaku Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 16 November
2022
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Gambar 4.3. Ruang Operator Pengurusan Berkas Online
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan

c) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi
dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan E-Government dapat
sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Seperti yang
disampaikan oleh Bapak Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh "Selatan ‘mengenai ketersediaan sumber daya

manusia menjelaskan sebagai berikut:

“Mengenai sumber daya manusia yang ada disini, kami memang
menempatkan orang-orang Yyang memiliki kapasitas sesuali
dengan tugasnya. Misalnya pada loket pelayanan pengurusan
Kartu Keluarga, disitu sudah kita tempatkan petugas yang
memang khusus mendatai berkas masyarakat dan selanjutnya
petugas tersebut akan mengantar berkas masyarakat ke operator
yang bertugas dalam mendatanya secara online’*°

Dalam Elemen Capacity pada bagian ketersediaan Sumber Daya
Finansial dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk

ketersediaan biaya yang dibutuhkan tidak ada yang harus dikhawatirkan

** Wawancara dengan Bapak Denny Herry Saputra, S.STP. selaku Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Pada
tanggal 16 November 2022
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4.2.3.

karena Dana berasal dari APBD. Pada bagian Sumber Daya Infrastruktur
dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sarana dan prasarana
tersedia untuk melakukan pelayanan online. Pada bagian Sumber Daya
Manusia juga tersedia petugas-petugas yang sudah terintegritas yang
sesuai dengan tugasnya.

Value

Elemen value berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh
pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai
penerima pelayanan E-Government. Dalam elemen value yang menentukan
besar tidaknya manfaat E-Government adalah masyarakat sebagai penerima
pelayanan. Untuk itu, perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi
prioritas ~ kebutuhan masyarakat yang perlu didahulukan dalam
pembangunan dan pengembangannya.

Adapun manfaat yang dirasakan oleh Dinas Pendudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dalam menerapkan E-
Government, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kabid Pelayanan
Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

“Menurut saya manfaat penerapan pelayanan online ini sangat

signifikan, sebab pelayanan online ini bukan saja menjadi inovasi

dalam pelayanan namun juga sebagai strategi pelayanan untuk
mencapai pelayanan yang prima. Karena menurut saya pelayanan
online ini sangat efektif dan efisien dalam segi pelayanan kepada
masyarakat. Selain itu pelayanan online ini bisa menjadikan
masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor untuk mengurus
berkas administrasi kependudukan sampai rela mengantri bahkan
lebih hemat biaya, transportasi serta waktu. Namun sampai saat ini

masih banyak masyarakat yang lebih memilih pelayanan berbasis
manual tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum
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memahami teknologi zaman sekarang.”**

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Kasi Kerjasama
dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Selatan:

“Pelayanan online memang sangat bagus. menurut saya, karena
dengan adanya pelayanan online masyarakat bisa mengurus
keperluannya melalui website tanpa harus repot-repot datang ke
Kantor. Nggak perlu ngantri lama-lama nunggu berkasnya selesai di
proses juga bisa mengurangi padatnya antrian di loket Kantor. Di
website semua diterangkan, missal dalam pembuatan Akta
Kelahiran Anak dari formulir pendaftaran, persyaratan yang harus
dipenuhi, mekanisme pembuatan sampai pengambilan berkas yang
sudah jadi diberitahu semua di websitenya. Tapi seperti yang kita
ketahui masyarakat masi banyak yang belum paham mengurus
berkas melalui website dan ada juga yang mengeluhkan erornya
website saat dioperasikan sehingga banyak masyarakat yang
memilih pelayanan secara manual.”*

1) Tampilan beranda yang terdiri dari berbagai pilihaan layanan.
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* Wawancara dengan Bapak Denny Herry Saputra, S.STP. selaku Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Pada
tanggal 16 November 2022

* Wawancara dengan Bapak Muzakir, S.Sos. Selaku Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 16 November
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2) Tampilan beranda berikutnya ketika pengunjung memilih salah satu layanan

ak vg tidak diketahul
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Kemudian manfaat pelayanan online bagi masyarakat dapat dilihat dari
hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang disampaikan sebagai
berikut:

“Kemarin saya mau urus Kartu Keluarga dari website tapi lagi ada
gangguan jadinya dibantu sama petugasnya untuk didaftarkan secara
online sama diminta nomor Wa, habis itu disuruh pulang katanya
nanti dikirim lewat Wa dengan bentuk file. Karena sudah didaftarkan
secara online jadi saya tidak perlu menunggu lagi di Kantor.”*

“Saya ngurus berkas langsung pergi ke kantornya karena saya
kurang paham kalau disuruh mengurusnya lewat website, namun
ketika tiba dikantor petugas memberi tau kalau sekarang pengurusan
administrasi kependudukan sudah bisa lewat online. Namun bagi
saya yang kurang paham teknologi ini akhirnya saya mengurus
berkas lewat manual saja karena berkas atau dokumen sudah saya
siapkan dari awal sebelum pergi ke Kantor Disdukcapil.”*

“Sekarang memang semua sudah online untuk mengurus berkas, tapi
kemarin saat saya mau urus akta kelahiran anak, saya bingung dalam
mengupload berkas-berkas persyaratan yang diminta dan saya takut
salah sehingga saya lebih memilih pergi ke kantornya. Kan kalau di
Kantor kita bakal dibantuin kalau kita nggak paham gitu jadinya saya
lebih milih itu pergi kekantornya dari pada ngurus berkas lewat
online.”™*®

Dalam elemen value sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Manfaat yang dirasakan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Selatan, penerapan pelayanan online dapat memudahkan

masyarakat, membuat pelayanan lebih efektif dan efesien. Dapat

* Wawancara dengan Bapak Aldiansyah. Selaku masyarakat penerima pelayanan publik. Pada
tanggal 19 November 2022

* Wawancara dengan Bapak M. Ferdi. Selaku masyarakat penerima pelayanan publik. Pada tanggal
19 November 2022

* Wawancara dengan Ibu Halimah. Selaku masyarakat penerima pelayanan publik. Pada tanggal 20
November 2022
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mengurangi padatnya antrian di kantor saat mengurus berkas
kependudukan. Tapi berdasarkan penjelasan diatas mengatakan bahwa
masih banyak masyarakat yang memilih pelayanan secara manual dari
pada pelayanan online.

2. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan dalam
penerapan pelayanan yang berbasis online, dari yang disampaikan oleh
masyarakat sebenarnya pelayanan online itu sangat membantu
masyarakat karena selain dapat menghemat waktu tanpa perlu mengantri,
pelayana online juga dapat menghemat biaya juga transportasi. Tapi
karena masyarakat banyak yang belum paham cara mengurus atau
menggunakan pelayanan yang berbasis online membuat masyarakat lebih
memilth menggunakan pelayanan atau mengurus berkas administrasi
kependudukan secara manual atau langsung ke Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Aceh Selatan Dalam Memberikan Pelayanan
Masyarakat

Implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan
demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana
implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses
penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan
dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan, secara

sederhananya implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.
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Dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Pasal 1 Ayat (6) Nomor 5
Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Dalam Pemerintah (E-Government) menyebutkan bahwa E-Government
adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelengaraan pemerintah.

E-Government juga merupakan salah satu upaya pemerintahan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasis elektronik. Dengan
adanya E-Government sangat di harapkan dapat lebih meningkatkan
organisasi dan manajemen pemerintahan dan juga meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan prima bagi masyarakat.

Penerapan E-Government di suatu intansi/lembaga pemerintah
diharapkan dapat mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi,
pengolahan data, dan proses pencairan yang dapat memberi dampak positif
terhadap meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. E-
Government juga menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bisa
mendapatkan informasi.

Adapun setelah melakukan analisis tentang Implementasi E-
Government Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Aceh Selatan dengan menggunakan indikator pengukuran dari Indrajit

yakni Support, Capacity dan Value hasilnya disimpulkan sebagai berikut:
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Table 4.1. Tabel Komparasi Hasil Penelitian

No

Indikator

Hasil / Kesimpulan

Support

Pelayanan yang berbasis Online sudah ada dan sudah
diterapkan oleh pihak Dinasnya itu dapat dilihat dari
hasil wawancara dengan Bapak Kabid dan Bapak
Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Aceh Selatan. Namun dalam pengoperasiannya di
lingkungan masyarakat masih belum maksimal
karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih
pengurusan administrasi kependudukan berbasis
manual, hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang

disampaikan oleh beberapa masyarakat diatas.

Capacity

1. Bagian ketersediaan Sumber Daya Finansial

dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa
untuk ketersediaan biaya yang dibutuhkan tidak
ada yang harus dikhawatirkan karena Dana

berasal dari APBD.

2. -Bagian Sumber Daya Infrastruktur dari hasil

wawancara juga menunjukkan bahwa sarana
dan prasarana tersedia untuk melakukan

pelayanan online.

3. Bagian Sumber Daya Manuisa juga tersedia
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petugas-petugas yang sudah terintegritas yang

sesuai dengan tugasnya.

Value

Manfaat yang dirasakan oleh Dinas Pendudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan,
penerapan pelayanan online dapat memudahkan
masyarakat, membuat pelayanan lebih efektif dan
efesien. Dapat mengurangi padatnya antrian di
kantor saat mengurus berkas kependudukan. Tapi
berdasarkan penjelasan diatas mengatakan bahwa
masih  banyak masyarakat yang memilih
pelayanan secara manual dari pada pelayanan
online.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai
penerima layanan dalam penerapan pelayanan
yang berbasis online, dari yang disampaikan oleh
masyarakat sebenarnya pelayanan online itu
sangat membantu masyarakat karena selain dapat
menghemat waktu tanpa perlu mengantri,
pelayana online juga dapat menghemat biaya juga
transportasi. Tapi karena masyarakat banyak
yang belum paham cara mengurus atau
menggunakan pelayanan yang berbasis online

membuat masyarakat lebih memilih
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menggunakan pelayanan atau mengurus berkas
administrasi kependudukan secara manual atau
langsung ke Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

4.3.2. Hambatan dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Aceh
Selatan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Aceh Selatan
Hambatan adalah hal-hal yang dapat menghalangi tercapainya satu

tujuan. Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas ditemukan adanya
hambatan dalam  pengimplemetasian  E-Government di  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

1. Komputer-komputer yang dimiliki merupakan komputer-komputer
versi lama yang terkadang ‘saat digunakan terjadi error sehinggan
membuat kinerja petugas menjadi terhambat.

2. Jaringan Internet yang terkadang sering mengalami gangguan atau
error yang membuat website pendaftaran online tidak bisa diakses.

3. Masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan pendaftaran
melalui website. Masyarakat kurang antusias dalam memanfaatkan
media teknologi untuk mengakses situs-situs resmi pemerintah
kabupaten/kota. Apalagi untuk masyarakat yang sudah berumur dan
kurang paham teknologi, mereka lebih memilih menggunakan cara
pelayanan yang lama yaitu langsung datang ke kantor yang bisa

langsung berhadapan dengan petugasnya.
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Dari poin-poin yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa
hambatan yang terjadi saat melaksanakan Implementasi E-Government

di Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan masih membutuhkan perhatian,

khususnya masih kurang antusias dalam

CSpipliasa Ly

62



BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan

judul Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Aceh Selatan yang menggunakan tiga indikator dari Indrajit disimpulkan
sebagai berikut:
1. Elemen Support
Elemen Support yakni adanya kemauan dari pemimpin Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dalam
menerapkan Pelayanan berbasis Online untuk mempermudah
masyarakat dalam mengurus berkas administrasi kependudukan serta
adanya aturan yang mendukung Implementasi E-Government yakni
surat edaran dari Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan
(E-Governmet).
2. Elemen Capacity
Elemen Capacity adalah terpenuhinya 3 sumber daya dalam
mendukung suksesnya Implementasi E-Government di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan.
a. Telah tersedianya Sumber Daya Finansial yang berasal dari dana

APBD
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b. Telah tersedianya Sumber Daya Infrastruktur teknologi informasi
seperti komputer, print dan wifi yang memadai.

c. Telahtersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam
menjalankan Pelayanan berbasi E-Government.

3. Elemen Value

Elemen value yakni manfaat yang dirasakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni memberikan kemudahan
baik bagi pihak petugas maupun masyarakat yang mengurus berkas
kependudukan. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat
menghemat waktu tanpa perlu mengantri, pelayana online juga dapat
menghemat biaya juga transportasi. Tapi karena masyarakat banyak
yang belum paham cara menggunakan pelayanan yang berbasis online
membuat masyarakat lebih memilih menggunakan pelayanan atau
mengurus berkas administrasi kependudukan secara manual.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jelaskan diatas, maka
berikut ini peneliti mengemukakan saran atau masukan:

1. Bagi Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan
perlu  memberikan “pemahaman kepada masyarakat mengingat
teknologi informasi berubah secara cepat maka perlu adanya upaya
untuk mengikuti laju perkembangan tersebut agar kualitas pelayanan
tetap terjaga terutama untuk memastikan agar sumber daya aparatur

senantiasa mempunyai kapasitas yang memadai dalam mengontrol
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perkembangan teknologi mengenai penggunaan pelayanan berbasis
online tersebut serta meningkatkan lagi sosialisasinya kepada
masyarakat agar masyarakat lebih antusias untuk mengurus berkas
administrasi kependudukan menggunakan pelayanan berbasis E-
Government.

. Demi peningkatan terhadap pemberian infromasi kepada masyarakat,
pemerintah hendaknya data-data yang ada disitus pemerintah
Kabupaten Aceh Selatan senantiasa selalu diperbarui (Update) dengan
lebih cepat agar informasinya cepat diketahui dan dipahami oleh
masyarakat.

Bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik sudi kiranya
untuk lebih antusias ikut serta dalam penerapan pelayanan berbasis E-
Government oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih
efektif dan efisien di era yang sudah serba mordern ini. Karena jika
penerapan pelayanan berbasis online ini berjalan dengan efektif bukan
hanya pihak Intansi yang terbantu tetapi juga akan sangat bermanfaat

dan memudahkan masyarakat baik di waktu maupun biaya.
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LAMPIRAN

Daftar Draf Wawancara
Pertanyaan untuk pihak Disdukcapil

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Apakah Disdukcapil kita sudah menerapkan pelayanan berbasis
online untuk masyarakat?

Sejak kapan penerapan itu dilaksanakan?

Apa bentuk Pelayanan Online yang disediakan oleh Disdukcapil?
Apakah Website yang disediakan banyak di kunjungi oleh
masyarakat?

Apakah masyarakat sudah tahu bahwasanya telah tersedia pelayanan
yang berbasis online?

Apakah semua dokumen administrasi kependudukan telah bisa
diurus melalui pelayanan online yang tersedia?

Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Disdukcapil agar masyarakat
mengetahui pelayanan yang diterapkan sudah bisa dilakukan secara
online?

Bagaimana tanggapan masyarakat saat mengetahui adanya
pelayanan berbasis online?

Apakah banyak masyarakat yang antusias untuk menggunakan
pelayanan berbasis online?

Bagaimana sikap petugas dalam mengatasi masyarakat yang masih
memilih mengurus berkas administrasi berbasis manual?
Bagaimana sikap petugas dalam mengatasi masyarakat yang masih
bingung dalam mengurus berkas secara Online?

Bagaimana ketersediaan dana untuk melengkapi kebutuhan dalam
pembangunan dan pengembangan E-Government agar konsep yang
telah diciptakan dapat menjadi kenyataan?

Bagaimana kelengkapan infrastruktur teknologi informasi yang
tersesedia?

Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada pada
Disdukcapil?
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15. Apakah ada kendala yang di alami saat pelayanan online tersebut

diterapkan? Jika ada bagaimana cara Disdukcapil mengatasinya?

16. Apakah pelayanan yang berbasis online ini sangat membantu bagi

pihak instansi?

17. Apa saja_manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat terkait

pelayanan online yang diterapkan oleh Disdukcapil?

Pertanyaan untuk masyarakat

1.

Apakah bapak/ibu mengetahui pelayanan berbasis online yang
diterapkan oleh Disdukcapil?

Apakah bapak/ibu sudah pernah menggunakan pelayanan tersebut?
Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait pelayanan tersebut?
Apakah ada kendala saat bapak/ibu mengurus dokumen administrasi
melalui pelayanan yang berbasis online?

Bagaimana sikap petugas ketika bapak/ibu hendak mengurus berkas
tetapi bapak/ibu belum paham atau tidak paham saat menggunakan
pelayanan berbasis.online?

Apakah pelayanan yang berbasis online ini memudahkan bapak/ibu
dalam mengurus dokumen?

Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh badak/ibu masyarakat

terkait pelayanan online yang diterapkan oleh Disdukcapil?
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